


BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. 	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
	Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pengukuran tenaga kerja yang didukung dari tingkat  Pengangguran terbuka (TPT) berkurang, meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), persentase penyerapan tenaga kerja bertambah, meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja.
	Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun  2012-2017 serta memperhatikan pencapaian Prioritas Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, maka dalam periode 2012-2017 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas daerah bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 sebagai berikut:
	Program-program Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu Program Rutin, Program Wajib dan Program Pilihan.

5.1.1.	Program Rutin
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
5..1.2.	Program Wajib
Program Penguatan Ketenagakerjaan 
1. Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Program Pengembangan HI dan Jamsostek.
4. Program Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
6. Program Revitalisasi BLKI
7. Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja
8. Program Revitalisasi Bidang Ketenagakerjaan
9. Program Pengawasan dan Hubungan Industrial
10. Program Perencanaan Tenaga Kerja.
5..1.2.	Program Pilihan
Program Ketransmigrasian
1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
2. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
3. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi





5.2.	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
5.2.1.	Program Rutin
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Tujuan program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah meningkatnya pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
3. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
4. Penyediaan Jasa Admnistrasi keuangan.
5. Penyediaan Jasa kebersihan kantor.
6. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor	.
7. Penyediaan alat tulis kantor.
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
9. Penyediaan komponen instalasi listrik.
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
11. Penyediaan alat rumah tangga.
12. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantor 
13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
14. Penyediaan bahan logistic kantor
15. Penyediaan makanan dan minuman.
16. Rapat-Rapat Koordinasi   dan Konsultasi ke Luar Daerah
17. Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
18. Operasional Perkantoran ( UPTD BLKI )
19. Operasional Perkantoran ( UPTD Balai Hyperkes )
20. Operasional Perkantoran ( UPTD BPPD )
21. Pemeliharaan gedung UPTD BLKI
22. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPTD BLKI
23. Fasilitasi Tim Perencanaan (PTK) Provinsi
24. Operasional kios 3 in 1
25. Pemeliharaaan Gedung UPTD BLKI
26. Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) fungsional provinsi
27. Bimtek Calon Penilai Angka Kredit Tenaga Teknis Fungsional
Sasaran hasil program pelayanan administrasi perkantoran adalah meningkatnya pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tujuan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kegiatan:
1. Penyusunan DED Gedung Kantor.
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
3. Pengadaan peralatan Gedung Kantor UPTD BLKI.
4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor UPTD BLKI
5. Pengadaan meubelair.
6. Pengadaan meubelair Asrama UPTD BLKI.
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional.
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan bengkel BLKI.
10. Pemasangan Pagar Teralis Gedung Kantor
11. Pengadaan kontruksi jaringan air.
12. Pembangunan tempat parkir kendaraan.
13. Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik UPTD BLKI.
14. Pembangunan gedung kantor.
15. Pembangunan pagar keliling BLKI.
16. Mobilisasi peralatan BLKI.
17. Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan
Sasaran hasil program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Indikator capaian hasil pada tahun 2017 adalah: Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tujuan program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah meningkatnya disiplin aparatur Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kegiatan :
1. Pengadaan mesin/kartu absensi.
2. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
3. Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Prov. Kep. Bangka Belitung
4. Pengadaan pakaian kerja lapangan.
5. Pengadaan pakaian KORPRI.
6. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
Sasaran hasil program peningkatan disiplin aparatur adalah meningkatnya disiplin aparatur Dinas Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Indikator capaian hasil pada tahun 2017 adalah : Persentase peningkatan disiplin aparatur.
Hasil: Pemenuhan kebutuhan peningkatan disiplin aparatur.
Indikator pencapaian hasil tersebut pada tahun 2017 adalah Terpenuhinya kebutuhan peningkatan disiplin aparatur sebanyak 2 (dua) jenis fasilitas (mesin absensi dan pakaian dinas).

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Tujuan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kegiatan:
1. Pendidikan dan pelatihan formal dan informal.
2. Sosialisasi UU Peraturan.
3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
4. Workshop PTK Mikro
5. Sosialisasi Calon Penilai Angka Kredit Instruktur
6. Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro.
7. Bimbingan teknis penyusunan perencanaan tenaga kerja.
8. Bimbingan teknis penyusunan program/kegiatan dan anggaran serta pelaporan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
9. Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
Sasaran hasil program peningkatan sumber daya aparatur adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Indikator capaian hasil pada tahun 2017 adalah: Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.


5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya
Tujuan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya adalah meningkatkan kualitas perencanaan program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dengan kegiatan:
1. Fasilitasi tim perencanaan kerja (PTK Provinsi)
2. Fasilitasi badan koordinasi sertifikasi profesi (BKSP)
3. Fasilitasi tim penilaian Angka Kredit (TPAK) Fungsional Provinsi.
4. Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan.
5. Operasional Kios 3 In 1
6. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi
7. Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
8. Fasilitasi Penyusunan PTK Kab/Kota
9. Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
10. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Teknis Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
11. Rapat Koordinasi  Teknis Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Pameran Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
13. Pengukuran Indeks Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
14. Penyusunan LAKIP.
15. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA)
16. Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA)
17. Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
18. Study Kelayakan Perencanaan SDM Berbasis Kearifan Lokal.
19. Sosialisasi PERDA Retribusi perpanjangan IMTA.
20. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
21. Penyusunan Profil Ketransmigrasian.
22. Sosialisasi peraturan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
23. Sosialisasi Calon Tenaga Kerja Indonesia
24. Sosialisasi PERMEN No. 12 Tahun 2013 tentang tata cara pengunaan TKA.
25. Penyusunan Profile Ketransmigrasian
26. Rapat Koordinasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27. Pengadaan dan Sosialisasi Aplikasi Database Ketenagakerjaan
28. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Sasaran hasil program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tujuan program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan adalah meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan:
1. Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan.
2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
3. Laporan Neraca
4. Catatan atas Laporan Keuangan/CaLK.
5. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA)
Sasaran hasil program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan adalah meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Indikator capaian hasil pada tahun 2017 adalah: Jumlah dokumen pelaporan keuangan.

5.2.2. Program Wajib.
	Arah kebijakan dan strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012-2017 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.  Arah kebijakan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas daerah, prioritas bidang dan prioritas ketenagakerjaan dan Ketransigrasian melalui 6 (enam) program teknis dan 3 (tiga) program pendukung (Generik).  Berikut ini gambaran mengenai 6 (enam) program teknis dan 3 (tiga) program pendukung tersebut.
5.2.2.1.	Bidang Ketenagakerjaan
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan, maka dilaksanakan program dan kegiatan:

1. Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Program ini terdiri dari beberapa kegiatan :
1. MonevTenaga Kerja Asing (TKA)
2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
3. Peningkatan profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLKI (Informal)
4. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja di Kab/Kota
5. Pelatihan Kewirausahaan Mandiri bagi pemula.
6. Pelatihan kewiraushaan produktiv.
7. Pelatihan peningkatan desa produktiv
8. Monitoring evaluasi kewirausahaan pada 7 kab/kota
9. Pelatihan motivasi berprestasi.
10. Promosi produktivitas daerah
11. Pelatihan peningkatan produktivitas bagi pencari kerja usia produktif.
12. Bimtek 5S
13. Analisis produktivitas dan Standar Dasar Penetapan,Pengupahan minimum Provinsi dan Kab/Kota.
14. Bimtek Manajemen Lembaga Pelatihan Kerja.
15. Sertifikasi Tenaga Kerja.
16. Bimtek metodologi bagi instruktur LPKS
17. Bimtek penerapan tata kelola LPK
18. Perluasan kesempatan kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri.
19. Sosialisasi peningkatan Produktivitas Daerah.
20. Pembinaan lembaga Produktivitas.
21. Penyusunan Database Lembaga Pelatihan Kerja
22. Bimtek Analisis rencana kebutuhan pelatihan kerja
23. Pemberdayaan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna ( TTG )

2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
	Tujuan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, adalah peningkatan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Peningkatan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Desa.
2. Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja di Kab/Kota.
3. Sosialisasi BLKI TUK Kios 3 In 1
4. Teknologi tepat guna
5. Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pelayanan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
6. Fasilitasi Penyusunan PTK Kab/ Kota
7. Penyusunan informasi Bursa Tenaga Kerja Online.
8. Monitoring Tenaga Kerja Asing.
9. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
10. Pendayagunaan Tenaga Sarjana.
11. Pengolahan dan Penjabaran Informasi Pasar Kerja (IPK)
12. Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri.
13. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan   Tenaga Kerja Sektor Informal.
14. Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
15. Dukungan manajemen dan dukungan teknis Lainnya.
16. Inkubasi Bisnis dan Pengembangan Model Perluasan Kesempatan Kerja. 
17. Sertifikasi tenaga kerja kejuruan otomotif
18. Sertifikasi tenaga kerja kejuruan  listrik
19. Sertifikasi tenga kerja kejuruan las listrik
20. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui tenaga kerja Mandiri ( TKM )
21. Monitoring penggunaan TKA
22. Bimtek analisis pasar kerja
23. Penyusunan Informasi bursa tenga kerja online
24. Bimtek Bursa kerja on line
	Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, yang diukur melalui:
1. Jumlah bursa kerja yang memenuhi standar pelayanan umum.
2. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL) dan kelembagaan tenaga kerja.
3. Jumlah penempatan tenaga kerja khusus.
4. Jumlah fasilitasi penyediaan TKI.
5. Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara.
6. Jumlah wirausaha baru yang tercipta.
7. Jumlah terapan teknologi tepat guna di daerah yang bersinergi untuk perluasan kesempatan kerja.
8. Jumlah pemberdayaan pendampingan perluasan kesempatan kerja.
9. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara.
10. Analisis dan perizinan penggunaan TKA.
11. Jumlah wirausaha baru dan pendamping masyarakat yang mampu memanfaatkan potensi daerah.

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
	Tujuan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan masalah ketenagakerjaan.
2. Survey KHL
3. Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/ UMSK
4. Bimtek Kesetaraan Gender di Tempat Kerja.
5. Bimtek Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit.
6. Bimtek Tata Cara Pembuatan Pendaftaran dan Pengesahaan PP
7. Bimtek Tata Cara Pembuatan Pendaftaran dan Pengesahan PKB
8. Bimtek Struktur dan Skala Upah
9. Penyuluhan Hubungan Industrial
10. Penyuluhan dan pembinaan LKS Tripartit Kabupaten/ Kota
11. Sosialisasi pemasyarakatan HI dan K3 di Lingkungan Dunia Pendidikan
12. Pengelolaan Persyaratan Kerja, kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi.
13. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial.
14. Konsolidasi  Peningkatan  Intensitas  Pencegahan  dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
15. Pengelolaan Penerapan Pengupahan dan  Jaminan  Sosial Tenaga Kerja.
16. Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya.
17. Pendidikan Mediator.
18. Penyelesaian kasus PHK.
19. Pemetaan kerawanan kondisi HI
20. Penyuluhan tata cara pembentukan LKS Bipartit 
21. Forum mediator seprovinsi kepulauan bangka belitung.
22. Sosialisasi upah minimum 
23. Penyelesaian Perselisihan HI
24. Bimtek tata cara pembuatan pendaftaran dan pengesahan PP/ PKB
25. Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi sarana HI
Indikator kinerja utama dari program ini adalah meningkatnya syarat-syarat kerja dan menguatnya kelembagaan hubungan industrial, yang diukur dari:
1. Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan.
2. Jumlah perjanjian kerja bersama yang didaftarkan.
3. Jumlah pembentukan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan.
4. Rasio penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan Hubungan   Industrial terhadap jumlah kasus dalam bentuk   perjanjian bersama.
5. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja yang menjadi peserta Jamsostek.
6. Jumlah pembentukan lembaga kerjasama tripartit di kabupaten/ kota.
7. Pemberdayaan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam meningkatkan sistem pengupahan yang layak.
8. Pemetaan kerawanan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
9. Dukungan pelayanan administrasi dan teknis lainnya.

4. Program Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  ( K3 )
Tujuan Program Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  ( K3 ) adalah menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan perusahaan secara komprehensip ( berkelanjutan ).  Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyuluhan K3
2. Pelatihan K3
3. Pelatihan P3K
4. Pengujian Lingkungan Kerja
5. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

5. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
	Tujuan Program  Perlindungan  Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment) professional, dan seragam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan, sebagai berikut:
1. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak.
2. Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3. Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan.
5. Dukungan manajemen dan dukungan teknis Lainnya.
6. Pengujian Lingkungan kerja
7. Pemeriksaan tenaga kerja
8. Pemeriksaan norma kerja perempuan dan anak
9. Sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.
10. Sosialisasi pengawasan permennaker No.02/Men/XIII/2008 tentang tata cara penggunaan TKA.
11. Sosialisasi norma SMK3 sosialisasi norma K3
12. Pemeriksaan pelaksanaan kepersertaan jamsostek diperusahaan.
13. Pengawasan dan pembinaan norma ketenaga kerjaan.
14. Pelatihan bahasa asing dalam rangka peningkatan tenaga kerja ke Luar Negeri
15. Sosialisasi pengunaan alat Uji K3 bagi pegawai Pengawas.
16. Gema Blan Bakti K3 Nasional
17. Sosialisai penerapan K3
18. Penyuluhan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas K3 ( UPTD Hyperkes)
19. Kalibrasi alat pemeriksaan kesehatan dan pengujian lingkungan.
20. Rapat koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan
21. Sosialisasi peraturan Ketenagakerjaan bagi camat,kades,dan lurah.
22. Pemeriksaan kasus ketenagakerjaan
23. Pemberdayaan ahli K3
24. Pelatihan pensertifikatan operator pesawat angkatan angkutan tenaga produksi
25. Pelatihan petugas pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.
26. Pemetaan wajib lapor kontruksi
27. Pelatihan teknis penangulangan kebakaran.
28. Diklat keahlian K3
29. Pengujian peralatan listrik dan mekanik diperusahaan.
30. Pemantauan faktor resiko lingkungan kerja
31. Pemerikasaan colinestrase pada tenaga kerja penyemprotan.
32. Pengadaan alat perlindungan diri
33. Penindakan pelangaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan diperusahaan.
34. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaa

6. Program Revitalisasi
Program ini terdiri dari beberapa kegiatan :
1. Pembangunan gedung workshop listrik.
2. Pembangunan Land Clearing Seluruh lahan BLKI
3. Penyediaan Daya dan Distribusi Listrik BLKI
4. Penyediaan air bersih BLKI (Sumur bor dan jaringan distribusi)
5. Pemasangan kawat berduri dan partisi kaca BLKI
6. Pengadaan DED Lanscape BLKI
7. Pengadaan Saran dan Prasarana Asrama UPTD BLKI
8. Pengadaan plang reklame UPTD BLKI
7. Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja
Tujuan dari peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja adalah untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja.  Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan, sebagai berikut:
1. Peningkatan Profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLKI ( Informal)
2. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di desa
3. Peningkatan Kompetensi ( Akreditasi) lembaga pelatihan kerja
4. Pelatihan kewirausahaan di UPTD BPPD
5. Pelatihan Peningkatan desa Produktiv 
6. Pembinaan lembaga produktivitas
7. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja online
8. Monitoring tenaga kerja asing
9. Penempatan tenaga kerja dalam negeri
10. Pendayagunaan tenaga kerja sarjana 
11. Pengolahan dan penjabaran informasi pasar kerja (IPK)
12. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja kabupaten/Kota
13. Sosialisasi TUK Kios 3 in 1
14. Teknologi tepat guna
15. Kemitraan Pemerintah dan swasta dalam pelayanan penempatan tenaga kerja ke luar negeri
16. Pelatihan Kewirausahaan untuk pemula
17. Pelatihan Kewirausahaan Produktiv
18. Fasilitasi Penyusunan PTK kab/ Kota

8. Program Pengawasan dan Hubungan Industrial
Tujuan Program Pengawasan dan Hubungan Industrial adalah untuk menciptakan pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dengan tenaga kerja.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan, sebagai berikut:
1. Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah ketenagakerjaan
2. Pencegahan dan penyelesaian HI
3. Survey KHL
4. Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/ UMSK
5. Penyuluhan tata cara penyelesaian perselisihan HI
6. Pendidikan Mediator
7. Peningkatan penerapan keselamatan dan kesejahteraan kerja (K3)

9. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Tujuan Program Perencanaan Tenaga Kerja adalah untuk merencanakan tenaga kerja yang siap untuk kerja dan mengurangi pengangguran.  Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan, sebagai berikut:
1. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota
2. Workshop PTK

5.2.2.2.	Bidang Ketransmigrasian
Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2012-2017 diarahkan sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan	wilayah, dapat berkonstribusi dalam memperkuat ketahanan pangan Daerah dan kecukupan papan, memperkuat pilar ketahanan daerah, mendukung kebijakan  p engembangan  energy alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.  Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ketransmigrasian adalah:
1. Program  Pembangunan  Kawasan Transmigrasi
	Tujuan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan, sebagai berikut:
1. Kerja sama antar daerah 
2. Fasilitasi penempatan transmigran.
3. Study indentifikasi calon area(SICA)
4. Pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi.
5. Penyediaan tanah transmigrasi.
6. Penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi, Partisipasi masyarakat.
7. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
8. Rapat POKJA pembangun KTM Tk.Provinsi.
Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah permukiman transmigrasi yang dibangun dan transmigran yang ditempatkan di kawasan transmigrasi, yang diukur dari:
1. Penduduk yang tertata terintegrasi dalam kawasan transmigrasi.
2. Infrastruktur kawasan yang dibangun.
3. Lahan yang tersedia.
4. Rencana pembangunan kawasan transmigrasi.
5. Lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
6. Pelayanan teknis dan administratif.

2. Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan  Kawasan Transmigrasi
	Tujuan Program Pengembangan Masyarakat  Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi adalah Mengembangkan  masyarakat transmigrasi yang  mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan, sebagai berikut:
1. Fasilitasi tim pokja pembangunan KTM TK. Provinsi
2. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam
3. Pengembangan wilayah transmigrasi.
4. Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
5. Gema Bulan Bhakti Trasnmigrasi Nasional.
6. Study indentifikasi calon areal (SICA)
7. Gema hari bhakti Transmigrasi Prov Kep Bangka Belitung.
8. Study Akademis Wilayah Transmigrasi.
9. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi.
10. Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi.
11. Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
12. Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi.
13. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi.
14. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah permukiman transmigrasi (kimtrans) yang mandiri dan kawasan transmigrasi  yang berkembang, yang diukur dari:
1. Jumlah kimtrans dan kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarananya.
2. Jumlah   luasan   lahan   yang   produktif  dan  produktivitas  lahan  di Kimtrans dan Kawasan.
3. Jumlah kepala keluarga yang mendapat layanan sosial budaya dan kelembagaan di Kimtrans yang berfungsi.
4. Jumlah kimtrans yang mandiri dan kawasan yang   berwawasan lingkungan.
5. Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Masyarakat dan Kawasan yang dapat diimplementasikan.
6. Jumlah Pelayanan teknis dan administratif.

3. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Tujuan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi adalah untuk mengembangankan dan memperluas wilayah transmigrasi yang strategis.  Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan, sebagai berikut:
1. Fasilitasi Tim Pokja Pembangunan KTM TK Provinsi
2. Peningkatan Kerjasama antara wilayah, antara pelaku dan antar sektor dalam pengembangan wilayah transmigrasi
3. Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
4. Gema Bulan Bakti Transmigrasi Nasional
5. Kerja sama antar daerah
6. Study Indentifikasi calon areal (SICA)
7. Fasilitasi Penempatan Transmigrasi.
8. Study Akademis Wilayah Transmigrasi



77

